
 

 

 

WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 
NOMOR 20 TAHUN 2021   

 

TENTANG      

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 

 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, Pasal 9 ayat (1) 

“Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk 
belanja Kesehatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya”. Pasal 9 ayat (3) 

“Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari 
alokasi DAU”. Pasal 9 ayat (5) “Dalam hal dukungan pendanaan 

yang bersumber dari DAU dan/ atau DBH tidak mencukupi, 

dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari Penerimaan Umum APBD”;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor : 572 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020, 

maka Pemerintah Kota Samarinda mengakomodir Gaji dan 

Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 
formasi pengangkatan Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, Pasal 5 ayat (1) 

“Pagu alokasi DAK Fisik ditetapkan sebesar 

Rp63.648.200.000.000 (enam puluh tiga triliun enam ratus 
empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah)”; 

d. bahwa untuk mengakomodir biaya beban listrik, air dan telepon 
untuk pengoperasian Gedung Mall Pelayanan Publik yang belum 

dialokasikan pada Tahun Anggaran 2021 serta untuk 

mengakomodir pergeseran antar obyek dalam jenis dalam jenis 
yang sama, pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang 
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sama, pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek 
yang sama dan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub 

rincian obyek yang bersangkutan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  huruf b,  huruf c dan huruf 

d  perlu menetapkan Peraturan Wali Kota   tentang  
Perubahan Atas Peraturan Wali kota Nomor 59 Tahun 2020 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik   

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan 

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 149); 
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9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 

3); 

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

11. Peraturan Wali kota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 

2013 Nomor 13); 

12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Samarinda Tahun Anggaran 2021.  

 

 

                              MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  
BELANJA DAERAH  TAHUN  ANGGARAN 2021. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 59 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2021, diubah sebagai berikut ; 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 

direncanakan sebesar Rp.2.228.560.071.000,- (dua milyar dua 

ratus dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta 
tujuh puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari ; 

a. Pendapatan asli daerah  

b. Pendapatan Transfer 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 14 

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan 

sebesar Rp.2.621.392.475.960,- (dua milyar enam ratus dua 
puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat 

ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh 

rupiah), yang bersumber dari ; 

a. Belanja operasi 

b. Belanja modal; dan 

c. Belanja Tidak Terduga. 

 

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 27 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 

direncanakan sebesar Rp.392.832.404.960,- (tiga ratus 
sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta 

empat ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), 

yang terdiri atas ; 

a. Penerimaan pembiayaan 

 

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 33 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali kota ini. 

 

 

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran 

Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

                        Ditetapkan di Samarinda  

                        pada tanggal 15 April 2021   

                         WALI KOTA SAMARINDA, 
  

                                          ttd 

 

                                  ANDI HARUN 
 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 15 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 
                         ttd 

       SUGENG CHAIRUDDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 205.    

 
       Salinan sesuai dengan aslinya 

   Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

             Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 

          EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 
          NIP. 196801191988031002 

 

 

 

  


